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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Kepastian hukum perjanjian jasa bimbingan belajar terhadap peserta 

didik RIJ dalam faktanya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu kewajiban sebagai pelaku usaha salah satu poinnya 

harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa 

yang ditawarkan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen salah satu 

poinnya harus mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur.. 

Hal ini dilihat dari  perjanjian jasa yang dilakukan antara pihak RIJ 

dengan calon peserta didik tidak ada klausul yang jelas dan di dalam 

penawaran maupun formulir yang diberikan RIJ sebagai pelaku usaha 

kepada calon peserta didik sebagai konsumen tidak dijelaskan secara 

jelas.  

B. Saran 

Sebagai upaya agar kepastian hukum perjanjian jasa yang dilakukan 

antara pihak RIJ dan calon peserta didik jelas maka dari pihak RIJ 

harus menjelaskan secara detail setiap program yang ditawarkan. 
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Dalam hal klausul gratis mengulang sampai bisa dan lancar apabila 

tidak gratis sepenuhnya, sebaiknya di dalam hal promosi maupun di 

dalam formulir pendaftaran ditulis syarat dan ketentuannya. Sehingga 

perjanjian jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat berjalan 

dengan baik. 
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